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Pembentukan DKN Tunggu Perpres

JAKARTA, KOMPAS — Rencana
pembentukan Dewan Keru-
kunan Nasional oleh Kemen-
terian Koordinator Politik Hu-
kum dan Keamanan masih me-
nunggu keputusan Presiden Jo-
ko Widodo dalam bentuk per-
aturan presiden. Namun, ren-
cana pembentukan DKN ini di-
tolak Komnas HAM.

Direktur Jenderal HAM Ke-
menterian Hukum dan HAM

Mualimin Abdi, di Jakarta,
Minggu (22/7/2018), menga-

takan, pihaknya masih me-
nunggu perpres untuk segera
menindaklanjuti pembentukan
DKN. Sebab, hanya dengan per-
pres itu, harmonisasi antarke-
menterian dan lembaga dalam
upaya penuntasan pelangg‘aran
HAM baru dfma‘( tercapal.
“Kapannya {(pe
arkan), kaml tidak blc.a ten-
tukan. Semua keputusan di Pre-
siden. Kami pada posisi me-
nunggu,” ujar Mualimin.
Sebelumnya, Menko Polhu-
kam Wiranté menyatakan,
pembentukan DKN 1 enjadi ja-
lan keluar untuk menyelesaikan
kasus pelanggaran HAM berat

masa lalu. Pembentukan DKN
sebagai salah satu instrumen
penyelesaian konflik sosial na-
sional akan mengedepankan
pendekatan non-yudisial, yakni
musyawarah untuk mufakat
(Kompas, 18 Juli 2018).
Mualimin menuturkan, ber-
dasarkan rapat terakhir di kan-
tor Menko Polhukam pada 17
Juli lalu, dalam operasionalnya,
DKN akan melibatkan kepala
daerah, negarawan, dan para
ahli sosial ataupun hukum. Me-
reka yang terlibat pun harus

. dipastikan terbebas darl unsur

politik dan netral. "Yang terlibat
harus mereka yang memikirkan
negara. Kalau tidak, negara kita
akan terus dibayangl dosa masa
lalu terus-menerus,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambil me-
nunggu pembenmkm DKN, pe-
merintah juga tengah membuat
portal khusus yang memuat
perkembangan  penyelesaian
kasus pelanggaran HAM berat.
Pembuatan portal khusus ini
bertujuan untuk melaporkan
kepada publik hasil perk;em—

bangan koordinasi antara para
pemangku kepentingan yang
mengurus masalah ini, seperti
Komisi Nasional HAM, Kemen-
kumham, Jaksa Agung, Kepo-
lisian Negara RI, TNI, dan Ke-
menterian Dalam Negeri.
Komisioner Komnas HAM
Choirul Anam menolak usulan
penyelesaian kasus pelanggaran
HAM berat masa lalu melalui
jalur non-yudisial atau rekon-
siliasi. Pembentukan DKN di-
nilai bukan merupakan agenda
keadilan, tetapi politis sehingga
jauh dari semangat reformasi.
"Harusnya Presiden Jokowi
tertib, seperti yang diungkap-
kan kepada kami, kalau beliau
mau menuntaskan kasus pe-
langgaran HAM berat dengan
cara Qequal hukum,” u]alnva

Bagi komnas OAM,

‘tasan kasus pelanggaran HAM

harus tetap melalui jalur yu-
disial. Menurut Anam, Presiden
perlu mengeluarkan peraturan
perundang-undangan yang
mencakup pembentukan peng-
adilan ad hoc, skema pemulihan
korban pelanggaran HAM, dan
pelurusan sejarah. (BOW)



